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MOTTO 

“ Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan 

kemampuuannya” 

(Qs. al-Baqarah : 286) 

“Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka 

ingin tau hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun 

gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga 

dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya.” ♥ 
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ABSTRAK 

 
 

Syalfa Helrianti Putri (2023): Adat ulur antar dalam proses pernikahan 
budaya Jambi di Kelurahan Muaro 
Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu 
Kabupaten Muaro Jambi Perspektif 
Maslahah 

 
Dalam melaksanakan perkawinan orang bisa melakukannya dengan 

berbagai bentuk dan cara yang berbeda-beda tergantung pada tradisi atau adat 
kebiasaan masing-masing sebagaimana yang terjadi di lokasi penelitian di 
Kelurahan Muaro Kumpeh dimana terjadi pelaksanaan tradisi ulur antar. Dalam 
pelaksanaannya, jika alat dan barang dari seserahan ini tidak terpenuhi, maka 
pernikahannya tidak bisa dilaksanakan hingga pihak laki-laki bisa memenuhi 
ketentuan adat tersebut dan apabila ada masalah maka ninik mamak (tuo 
tengganai) tidak mau mengurusnya. Penelitian ini akan fokus pada rumusan 
masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan adat ulur antar dalam proses pernikahan 
budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh dan Bagaimana ketentuan adat ulur 
antar dalam proses pernikahan budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh 
Perspektif Maslahah. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan adat ulur 
antar dalam proses pernikahan budaya Jambi dan untuk mengetahui Perspektif 
Maslahah terhadap adat ulur antar dalam proses pernikahan budaya Jambi 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) di 
Keluarahan Muaro Kumpeh. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Sumber yang digunakan meliputi sumber primer: 
yaitu melakukan wawancara terhadap Tuo tengganai, Tokoh Agama, 5 Pasangan 
Suami Istri yang melaksanakan adat ulur antar. Teknis analis yang digunakan 
adalah deskripstif kualitatif. 

Adapun hasil penelitian ini adalah, adat ulur antar dalam proses 
pernikahan budaya Jambi tidak lain merupakan adat istiadat atau tradisi yang 
turun temurun dari leluhur. Tentunya karena ini merupakan tradisi, maka 
masyarakat menganggapnya suatu keharusan untuk dilaksanakan. Pelaksanaan 
Ulur antar dalam proses pernikahan budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh 
merupakan suatu pemberian yang dibawa oleh pihak laki-laki untuk pihak 
perempuan yang biasanya disebut seserahan. Seserahan dalam perkawinan 
merupakan adat yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara' dan tidak ada dalil 
yang melarang atau mewajibkannya. Adat ulur antar dalam proses pernikahan 
budaya Jambi dapat diterima oleh hukum Islam karena di dalamnya mengandung 
unsur kemaslahatan demi kesejahteraan hidup dalam membina rumah tangga. 
Dalam Perspektif Mashlahah, adat ulur antar ini tergolong dalam mashlahah 
hajjiyah karena jika adat ulur antar ini tidak ada maka tidak akan sampai 
menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan 
kesulitan saja. 

 
Kata kunci : Ulur Antar, Pernikahan, Maslahah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu 

untuk segera melakukannya. Pernikahan merupakan suatu akad yang 

menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan 

mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.
1
 

Perkawinan juga merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada 

makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan Ia adalah 

suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai menjadi makhluk-Nya untuk 

berkembang dan melestarikan hidupnya.
2
 Selain mempunyai kedudukan yang 

mulia perkawinan juga bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah 

dan rahmah sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur‟an: 

                     

                      

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berfikir” QS. Ar-Rum (30): 21
3
 

 

Menurut Tafsir al-Mishbah Surah ar-Rum ayat 21 menjelaskan tentang 

salah satu hakikat manusia, yakni hidup berpasang-pasangan antara laki-laki 

                                                 
1
 Moh Saifullah Al Aziz S, Fikih Islam Lengkap : Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam 

Dengan Berbagai Permasalahannya, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), cet. Ke-1, h.473 
2
 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet. 

ke-1, h. 9.  
3
 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Sukoharjo: Madina Quran, 2016), 

h. 572 
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dan perempuan dan dijelaskan pula konsep mawaddah dan rahmah. 

Mawaddah adalah jalan menuju terabaikannya pengutamaan kenikmatan 

duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya 

mawaddah itu, dan karena itu, maka siapa yang memilikinya, dia tidak pernah 

akan memutuskan hubungan, apapun yang terjadi. Sementara ulama 

menjadikan tahap rahmah pada suami istri lahir bersama lahimya anak, atau 

ketika pasangan suami istri itu telah mencapai usia lanjut. Betapapun, baik 

rahmat maupun mawaddah keduanya adalah anugerah Allah yang sangat 

nyata.
4
 

Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa
5
  

Dalam Islam, disebutkan pula bahwa pernikahan adalah ibadah yang 

menyempurnakan agama seseorang. Karena pernikahan dua orang anak 

manusia berarti menyatukan dua keluarga, seringkali juga berarti penyatuan 

dua masyarakat jika pernikahan itu terjadi antara dua golongan masyarakat 

yang berbeda. Karena itulah dalam proses pernikahan banyak hal yang perlu 

diperhatikan sebagai peraturan bagi kedua manusia yang akan berpasangan. 

Sebagaimana Hadist Rasulullah SAW : 

                                                 
4
 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah pesan kesan dan keserasian Al-Qur‟an, Vol 11, 

(Jakarta: Lentera hati, 2002), cet. ke-1, h. 35-36 
5
 Dewan Perwakilan Rakyat. RI, Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1                                                                                                                                                                                                                                                                    

tentang perkawinan, cet. ke-2, h.1  
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 الباقي الشطر في الله فليتق دينو شطر على أعانو فقد صالحة امرأة الله رزقو من
 “Siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang salehah, 

berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setelah 

agamanya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah setengah sisa nya.” 

(HR. Baihaqi 1916)  

Perkawinan mempunyai banyak manfaat antara lain bahwa perkawinan 

itu menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang 

dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang 

dihalalkan Allah. Manfaat lain dari perkawinan yaitu untuk menjalin ikatan 

keluarga antara suami dan istri, karena keluarga yang diikat dengan cinta kasih 

adalah keluarga yang bahagia.
6
 

Pernikahan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan 

rukunnya. Dalam hal ini adanya kedua mempelai adalah yang terpenting dari 

syarat dan rukun pernikahan. Adanya kedua mempelai merupakan hal primer 

baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan. Karena keduanya-lah 

yang akan menjalani pernikahan.
7
 

Akan tetapi ada beberapa hal lain yang juga penting dalam pernikahan, 

yaitu adanya mahar.
8
 Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami 

                                                 
6
 Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 

Edisi 2, h. 19. 
7
 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-2, h. 49. 

8
 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat, 

(Jakarta: Amzah, 2011), cet. ke-1, h. 175. 
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kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan 

rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.
9
 

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang 

wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk 

menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, 

bukan kepada wanita lainnya atau siapapun, walaupun sangat dekat 

dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya 

meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan keridaan dan kerelaan 

isteri.
10

 

Firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an : 

                      

        

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 

hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 

yang sedap lagi baik akibatnya. QS. An-Nisa (4): 4
11

 
 

Dalam melaksanakan perkawinan orang bisa melakukannya dengan 

berbagai bentuk dan cara yang berbeda-beda tergantung pada tradisi atau adat 

kebiasaan masing-masing sebagaimana yang terjadi di lokasi penelitian di 

Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamantan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro 

Jambi dimana terjadi pelaksanaan tradisi ulur antar.  

                                                 
9
 Abd. Rahman Ghazaly, op. cit., h. 84. 

10
 Ibid, h. 85. 

11
 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Sukoharjo: Madina Quran, 

2016), h. 100 
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Kata “adat” ini sebenarnya beraasal dari bahasa arab, yang berarti 

“kebiasaan”.
12

 Dalam kamus istilah fiqih “adat” adalah himpunan kaidah 

sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk hukum syara‟ (agama). Kaidah-

kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, seolah kehendak atau 

peraturan nenek moyang mereka, bahkan seolahh suatu keharusan yang 

bersumber dari Tuhan.
13

 

Di suatu tempat pasti ada terdapat adat istiadat yang merupakan aturan 

yang berlaku bagi tempat tersebut. Adat istiadat setiap tempat itu berbeda. 

Adat istiadat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan 

dihargai akan tetapi juga ditaati. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh 

yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada 

masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal 

tolak pada perasaan keadilannya.
14

 

„Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan 

kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupu perbuatan. Adat 

telah biasa dikerjakan di kalangan masyarakat, seakan-akan telah merupakan 

hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang 

melanggarnya.
15

  

                                                 
12

 Bushar, Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, (Jakarta: Pradnyan 

Paramita 1994), cet. ke-9, h. 1-3 
13

 Syafiah, M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 2002), cet. ke-3, h. 3 
14

 Mhd Kastulani, Hukum Adat: Suatu Pengantar, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), cet. 

ke-1, h. 3. 
15

 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), cet. 

ke-1, h. 81-82. 



6 

 

 

Masyarakat di Kelurahan Muaro Kumpeh masih mempunyai adat atau 

tradisi yang dikenal bernama ulur antar. Ulur antar ini adalah kegiatan 

ceremonial yang di dalamnya terdapat beberapa acara. Salah satu acaranya 

ialah membawa seserahan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang 

berisikan: 

1. Kain sepulus  

2. Perlengkapan rumah tangga.  

3. Nominal uang adat 

4. Batu-Batu
16

 

Ketetapan seserahan ini menjadi sebuah tradisi, dalam setiap proses 

pernikahan di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten 

Muaro Jambi. Sehingga tradisi ulur antar ini menjadi sebuah keharusan atau 

wajib bagi mempelai laki-laki meskipun tidak ada permintaan khusus dari 

mempelai Wanita. Dengan adanya tradisi ini, pihak keluarga mempelai laki-

laki tetap berusaha membawa seserahan pada saat akad nikah, meskipun pihak 

mempelai laki-laki berasal dari keluarga yang kurang mampu.
17

 

Sejatinya pernikahan dalam Islam itu tidak memberatkan bagi 

mempelai, akan tetapi dengan adanya tradisi seperti ini yang sudah turun 

temurun dan masih bertahan sampai sekarang. Sehingga hal ini akan 

memberatkan sedangkan Hukum Islam sendiri senantiasa memberikan 

                                                 
16

 Hafizi, Kepala Desa, Kelurahan Muaro Kumpeh, Wawancara, 18 Desember 2022 
17

 Ibid. 
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kemudahan dan menjauhi kesulitan dalam segala hal yang berhubungan 

dengan kebutuhan fitrah manusia termasuk dalam hal proses perkawinan. 
18

  

Dalam pelaksanaannya, jika alat dan barang dari seserahan ini tidak 

terpenuhi, maka pernikahannya tidak bisa dilaksanakan hingga pihak laki-laki 

bisa memenuhi ketentuan adat tersebut dan apabila ada masalah maka ninik 

mamak (tuo tengganai) tidak mau mengurusnya. Adat ini berlaku bagi 

pasangan calon suami dan istri yang akan melaksanakan pernikahan yang juga 

akan melaksanakan resepsi.
19

 

 Ulur antar bukanlah bahagian dari subtansi pokok dalam pernikahan, 

hanya saja merupakan bentuk kearifan lokal budaya. Bentuk rangkaian-

rangkaian kearifan lokal budaya ini tidak ada dijelaskan dalam konsep Nabi 

maupun Fikih. Maka perlu dianalisis secara hukum fikih ataupun hukum 

islam. Oleh sebab itulah, penulis melakukan penelitian. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk 

mengkaji lebih mendalam tentang “Adat ulur antar dalam proses 

pernikahan budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan 

Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi  Perspektif Maslahah”. 

 

B. Batasan Masalah  

Dalam penulisan ini agar pembahasan tidak melebar ke pokok 

permasalahan yang lain dan lebih terarah, maka penulis perlu membatasi 

masalah yang akan diteliti. Dalam pembahasan ini, penulis hanya membahas 

tentang pelaksanaan adat ulur antar dalam proses pernikahan buadaya Jambi 

                                                 
18

 Abd. Rahman Ghazaly, op. cit., h. 84. 
19

 Hafizi, op. cit. 
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di Kelurahan Muaro Kumpeh dan ketentuan perspektif mashlahah terhadap 

adat ulur antar dalam proses pernikahan buadaya Jambi di Kelurahan Muaro 

Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan adat ulur antar dalam proses pernikahan budaya 

Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh? 

2. Bagaimana ketentuan adat ulur antar dalam proses pernikahan budaya 

Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh Perspektif Maslahah? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan 

penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan adat ulur antar dalam proses 

pernikahan budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh 

b. Untuk mengetahui perspektif maslahah terhadap adat ulur antar dalam 

proses pernikahan budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh  

2. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian adalah : 

a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan, sebagai refrensi dan sumber 

informasi di bidang perkawinan terutama tentang adat ulur antar 

b. Sebagai syarat menyelesaikan starta satu (S1) pada Program Studi 

Hukum Keluarrga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG ADAT ULUR ANTAR DALAM 

PROSES PERNIKAHAN BUDAYA JAMBI  

 

 

A. Pernikahan  

1. Pengertian Pernikahan  

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” 

yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, 

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.
20

 Perkawinan disebut juga 

“pernikahan” berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya 

mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh 

(wathi).
21

 

Nikah berasal dari bahasa arab yakni dari kata nakaha- yankihu- 

nikaahan- nakhan mengandung makna nikah atau sinonimnua zawaj. 

Zawaj sendiri berasal dari kata zawwaja yang diartikan jodoh atau 

berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan.
22

 Nikah dapat juga 

berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah 

syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang 

karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti 

yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi.
23

 

Menurut istilah hukum islam adalah sebagai berikut : 

                                                 
20

 Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. ke-3, 

Edisi Kedua, h. 456. 
21

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), cet. ke-1, h 7 
22

 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat (Jakarta: Amzah, 2011), cet. ke-2, h. 

36. 
23

 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), cet. ke-1, h. 

29. 



10 

 

 

 وحل بالمرأة الرّجل استمتاع ملك ليفيد الشارع وضعو عقد ىو شرعا الزّواج
  بالرّجل المرأة استمتاع

Artinya: “Perkawinan menurut syara‟ yaitu akad yang ditetapkan syara‟ 

untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan 

perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya 

perempuan dengan laki-laki.”
24

 

 

Defenisi nikah yang lain menurut pendapat para ulama adalah 

sebagai berikut : 

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan “nikah menurut 

istilah syara‟ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan 

hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang 

semakna dengannya”.
25

 

Defenisi yang dikutip Zakiah Daradjat nikah yaitu “akad yang 

mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz 

nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya”.
26

 

Menurut Shihabuddin Ahmad Ibn Ahmad Bin Salamaah Qolyubi 

mendefenisikan nikah adalah “sebuah akad yang mengandung kebolehan 

berjima‟ dengan lafadz inkah atau tazwwij yaitu akad  kepemilikan intifa‟ 

bukan kepemilikan manfaat”.
27

 

Muhammad Abu Ishrah memberikan defenisi yang lebih luas, yang 

juga dikutip oleh Zakiah Daradjat yaitu “akad yang memberikan faedah 

                                                 
24

 Abdul Rahman Ghozali, op. cit, h 8 
25

 Ibid, h 8 
26

 Ibid, h 8-9 
27

 Shihabuddin, Ahmad Ibn Ahmad Bin Salamah Qolyubi, Hasyiatani Qolyubi Wa 

Umairah, Juz III (Surabaya: PT. Irama Minasari), cet. ke-2, h 206 
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hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara 

pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas 

hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi  masing-masing”.
28

 

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, 

melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta 

bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong 

menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di 

dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan 

Allah swt.
29

 

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang lelaki dengan perempuan untuk membentuk rumah 

tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. 
30

 

Pasal tersebut sangat jelas bahwa perkawinan tidak semata 

merupakan hubungan perdata saja, tetapi perkawinan bertujuan 

membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
31

 

Berdasarkan beberapa pengertian pernikahan diatas dapat kita 

simpulkan bahhwa pernikahan adalah hubungan seksual antara laki-laki 

dan perempuan yang dihalalkan oleh sebuah akad dan bertujuan 

membentuk keluarga yang di ridhoi Allah SWT.  

                                                 
28

 Abdul Rahman Ghozali, op. cit, h 9 
29

 Ibid. 
30

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonseisa Antara Fiqh Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. ke-3, h 90 
31

 Ibid, h 90 



12 

 

 

 

2.   Dasar Hukum Pernikahan 

Dasar hukum dianjurkannya perkawinan dalam agama Islam 

terdapat dalam firman Allah SWT dan hadis-hadis nabi Muhammad SAW. 

a. Menurut firman Allah SWT 

                    

                        

                    

 

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari diri yang satu (adam) dan (Allah) 

menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya dan dari keduanya 

Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu 

saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”QS. An-

Nisa‟(4): 1
32

 

                               

                                       

           

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika 

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha 

Mengetahui.” QS. an-Nur (24): 32
33

 

 

b. Menurut hadits Nabi Muhammad SAW 

                                                 
32

 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Sukoharjo: Madina Quran, 

2016), h. 99 
33

 Abd. Somad, Hukum Islam:Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, 

(Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-1, h 282 



13 

 

 

بَابِ مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَ لْيَتَ زَوَّجْ، وَمَنْ لََْ  ياَ مَعْشَرَ الشَّ
وْمِ فإَِنَّوُ لَوُ وجَِاءٌ   يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْوِ باِلصَّ

“Wahai para pemuda, siapa yang sudah memapu menafkahi biaya 

rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih 

menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa 

yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat 

meringankan syahwatnya.”
34

 
 

Mendambakan berpasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan 

dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama 

mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan 

kemudian mengarah pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan, 

dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau 

sakinah dalam istilah al-Quran surah ar-Rum yaitu sakinah, mawaddah 

warahmah. Guna tujuan tersebut dalam al-Quran antara lain menekankan 

perlunya kesiapan fisik, mental, ekonomi dan lainnya bagi yang ingin 

melaksanakan perkawinan.
35

 

Hukum nikah dapat terbagi kepada: 

1) Wajib, terhadap orang yang terlalu berkobar-kobar nafsunya 

terhadap wanita dan tidak dapat mengendalikannya sedang dia 

mampu menikah, maka hukumnya adalah fardu, karena 

keadaannya telah meyakinkan bahwa tapa menikah dia pasti akan 

jatuh ke perzinaan. 

                                                 
34

Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al Fikr), Jilid 1. 
35

 M Quraish Shihab, Wawasan al-Quran Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Bandung: Mizan, 2007), cet. ke-1, h. 30. 
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2) Sunah, terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan 

mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang ia tidak khawatir 

jatuh pada perzinaan. 

3) Haram, bagi orang kalau dia menikah kalau dia yakin bahwa 

perempuan bakal istri akan menderita dan teraniaya karena tidak 

mempunyai mata pencaharian. 

4) Makruh, bagi orang yang kalua dia menikah, dia khawatir bakal 

istrinyya akan teraniaya, akan tetapi kalau dia tidak menikah dia 

khawatir akan jatuh pada perzinaan. 

5) Mubah, pada dasarnya hukum nikah itu adalah mubah (boleh), 

karen tidak ada dorongan atau larangan untuk menikah.
36

  

c. Menurut Undang-Undang Pernikahan Tahun 1974 Pasal 2 

Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tiap- tiap pernikahan 

dicatat menurut peraturan perundan- undangan yang berlaku.
37

 

3. Rukun dan Syarat Pernikahan 

Rukun dan syarat dalam Islam merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena dalam setiap aktifitas 

ibadah di dalamnya pasti ada rukun dan syarat. Syarat itu merupakan cara 

yang harus dipenuhi sebeluum suatu perbuatan itu dilaksanakan, 

sedangkan rukun merupakan suatu hal yang harus ada atau dipenuhi pada 

                                                 
36

Amir Syarifuddinn, op. cit., h 91-92 
37

 Abdul Rahman Ghozali, op. cit., h 18 
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saat perbuatan itu dilaksanakan. Karena perkawinan merupakan suatu 

ibadah maka di dalamnya terdapat rukun dan syarat,
38

 yaitu sebagai 

berikut : 

a. Rukun Nikah 

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas: 

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. 

2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. 

3) Adanya dua orang saksi 

4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau 

wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-

laki.
39

 

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rukun nikah ini. 

Imam malik berpendapat bawa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: 

1) Wali dari pihak perempuan 

2) Mahar (maskawin) 

3) Calon pengantin laki-laki 

4) Calon pengantin perempuan 

5) Sighat akad nikah 

Imam Syafi‟i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, 

yaitu: 

1) Calon pengantin laki-laki 

2) Calon pengantin perempuan 

                                                 
38

 Ibid., h 50 
39

 Ibid., h 46-47 
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3) Wali 

4) Dua orang saksi 

5) Sighat akad nikah 

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan 

qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan 

calon pengantin laki-laki). 

b. Syarat  Pernikahan 

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada 

dua
40

: 

1) Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin 

menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan 

orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk 

sementara maupun untuk selama-lamanya 

2) Akad nikah dihadiri para saksi 

B. Mahar 

1. Pengertian Mahar 

Mahar dalam bahasa arab sendiri disebut dengan delapan istilah 

yang berbeda-beda yaitu: mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba‟, ujr, 

uqar, dan alaiq. Dari keseluruhan kata tersebut mengandung arti 

pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Mahar secara 

etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian 

                                                 
40

 Ibid, h 49 
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wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon 

suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih dari seorang istri.
41

 

Adapun definisi mahar menurut para ulama berbeda-beda pendapat 

yaitu :  

a. Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang 

menjadikan isteri halal untuk digauli.
42

 

b. Mazhab Hambali mendefinisikan bahwa mahar sebagai imbalan suatu 

perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan 

setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun 

ditentukan oleh hakim.
43

 

c. Mazhab Syafi‟i mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang 

wajib dibayar disebabkan akad nikah atau senggama.
44

  

d. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan bahwa mahar sebagai 

sejumlah harta yang menjadi hak isteri, karena akad perkawinan, atau 

disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya.
45

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa mahar 

adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada calon suami yang akan 

menikahi seorang perempuan sebagai tanda persetujuan dan kerelaan 

untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Dimana mahar menjadi 

                                                 
41

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-3, h. 84. 
42

 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja Prenada 

Media Group, 2006), cet. ke-1, h. 113 
43

 Amir Syarifuddin, op. cit, h. 84 
44

 M. Ali Hasan, loc.  Cit., h. 114 
45

 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Tinjauan 

Antar Mazhab), (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), cet, ke-2, h. 254 
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hak istri sepenuhnya dan bukan merupakan harta yang dimiliki bersama 

bukan pula hak dari walinya. Maka dalam pemanfaatan mahar di 

kemudian hari sepenuhnya harus seizin dari istri. 

Mahar menurut ajaran Islam, bukanlah sesuatu yang dimaksudkan 

sebagai harga, pengganti, maupun nilai tukar untuk calon istri. Mahar pada 

dasarnya hanya sebagai lambang bahwa calon suami memiliki cinta yang 

besar untuk wanita yang hendak dinikahinya. Dalam hal ini Islam 

menunjukkan penghargaan yang tinggi kepada seorang wanita dengan 

memberikan hak kepadanya yaitu berupa hak untuk menerima mahar.
46

 

2. Dasar Hukum Mahar 

Banyak dalil yang telah terkumpul mengenai pensyariatan mahar 

dan hukumnya wajib. Suami, istri, dan para wali tidak mempunyai 

kekuasaan mempersyariatkan akad nikah tanpa mahar.
47

 

a. Menurut Firman Allah SWT 

                      

         

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan 

senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai 

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”QS. An-Nisa‟(4): 4)
48

 

 

 

                                                 
46

 Ibrahim Muhammad, Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka Amani, 1991), cet. ke-1, h 373 
47

 Saleh al-Fauzan, Terjemahan kitab Al-Mulakhkhasul Fiqhi, (Depok: Gema Insani, 

2006), cet. ke-1, h. 672 
48

 Kementrian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Sukoharjo: Madina Quran, 

2016), h.100 
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“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 

kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan 

hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi 

kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan 

hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri 

yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah 

kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu 

kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang 

kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” QS. 

An-Nisa (4): 24)
49

 

 

b. Menurut Hadits Nabi Muhammad SAW 

ثَ نَا ثَ نَا مَسْلَمَةَ  بْنُ  اللَّوِ  عَبْدُ  حَدَّ عَ  أنََّوُ  أبَيِوِ  عَنْ  حَازمٍِ  أَبِ  بْنُ  الْعَزيِزِ  عَبْدُ  حَدَّ  سََِ
 أىََبُ  جِئْتُ  فَ قَالَتْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللَّوُ  صَلَّى النَّبِي  إِلَ  امْرأَةٌَ  جَاءَتْ  يَ قُولُ  سَهْلً 

ا وَصَوَّبَ  فَ نَظَرَ  طَوِيلً  فَ قَامَتْ  نَ فْسِي  إِنْ  زَويجْنِيهَا رَجُلٌ  فَ قَالَ  مُقَامُهَا طاَلَ  فَ لَمَّ
 ثَُّ  فَذَىَبَ  انْظُرْ  قاَلَ  لَ  قاَلَ  تُصْدِقُ هَا شَيْءٌ  عِنْدَكَ  قاَلَ  حَاجَةٌ  بِِاَ لَكَ  يَكُنْ  لََْ 

 حَدِيدٍ  مِنْ  خَاتََاً وَلَوْ  فاَلْتَمِسْ  اذْىَبْ  قاَلَ  شَيْئًا وَجَدْتُ  إِنْ  وَاللَّوِ  فَ قَالَ  رَجَعَ 
 ردَِاءٌ  عَلَيْوِ  مَا إِزاَرٌ  وَعَلَيْوِ  حَدِيدٍ  مِنْ  خَاتََاً وَلَ  وَاللَّوِ  لَ  قاَلَ  رَجَعَ  ثَُّ  فَذَىَبَ 

 يَكُنْ  لََْ  لبَِسَتْوُ  إِنْ  إِزاَرُكَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللَّوُ  صَلَّى النَّبِي  فَ قَالَ  إِزاَريِ أُصْدِقُ هَا فَ قَالَ 
هَا يَكُنْ  لََْ  لبَِسْتَوُ  وَإِنْ  شَيْءٌ  مِنْوُ  عَلَيْكَ  ى شَيْءٌ  مِنْوُ  عَلَي ْ نَحَّ  فَجَلَسَ  الرَّجُلُ  فَ ت َ

 الْقُرْآنِ  مِنْ  مَعَكَ  مَا فَ قَالَ  فَدُعِيَ  بِوِ  فَأَمَرَ  مُوَلييًا وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللَّوُ  صَلَّى النَّبِي  فَ رَآهُ 
دَىَا لِسُوَرٍ  وكََذَا كَذَا سُورةَُ  قاَلَ   الْقُرْآنِ  مِنْ  مَعَكَ  بِاَ مَلَّكْتُكَهَا قَدْ  قاَلَ  عَدَّ
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“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah 

menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim dari 

Ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata; seorang wanita 

datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Saya 

datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, " 

Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika 

beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; 'Wahai Rasulullah, 

jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku 

dengannya.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya 

kepada laki-laki tersebut: 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang 

dapat dijadikan mahar untuknya? ' Laki-laki itu menjawab; 'Tidak.' 

Beliau bersabda: 'Carilah terlebih dahulu.' Lalu laki-laki itu pergi, 

sesaat kemudian dia kembali dan berkata; 'Demi Allah, aku tidak 

mendapatkan sesuatupun.' Beliau bersabda: 'Pergi dan carilah lagi 

walaupun hanya dengan cincin dari besi.' Kemudian laki-laki itu 

pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; 'Aku tidak 

mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi.' -Saat itu laki-laki 

tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; 'Aku 

akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.' Maka Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika kamu memakaikan kain 

sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara 

jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-

apa.' Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan 

seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki 

tersebut, beliau bertanya: 'Apakah kamu mempunyai hafalan dari 

Al Qur'an? ' Laki-laki itu menjawab; 'Ya, saya telah hafal surat ini 

dan ini.' Lalu beliau bersabda: 'Maka aku nikahkan kamu dengan 

wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al 

Qur'an.”
50

 
 

 

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang 

sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi Muhammad saw. 

bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andai kata 

mahar tidak wajib tentu Nabi Muhammad saw. pernah meninggalkannya 

walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan 
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tetapi beliau tidak pernah meninggalkannya hal ini menunjukkan 

kewajibannya.
51

 

3. Hikmah Mahar 

a. Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Perempuan lah yang dicari, 

bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki. 

b. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada 

isterinya sehingga pemberian harta itu sebagai nihlah dari padanya, 

yakni sebagai pemberian, hadiah bukan sebagai pembayaran harga 

sang perempuan. 

c. Sebagai lambang kesungguhan. Pemberian harta ini menunjukkan 

bahwa lakilaki bersungguh-sungguh dalam mencenderungi perempuan, 

bersungguh- sungguh dalam berhubungan dengannya. 

d. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki 

(suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan 

emosi (perasaan) lebih besar dibanding kaum perempuan. Laki-laki 

lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini oleh karena itu wajarlah 

jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti 

itu, dan disisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-

mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele.
52

 

C. ‘Urf 

1. Pengertian ‘Urf 

„Urf merupakan sumber hukum Islam yang diambil oleh ulama 

mazhab yang berada diluar lingkup nash. „Urf secara etimologi adalah 
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berasal dari kata ( عرفا  -يعرف -عرف ) yang artinya adalah kebajikan.
53

 

Adapun „urf secara terminologi ada beberapa pendapat diantaranya yaitu 

Abdul Wahhab Khallaf mendefenisikan bahwa „urf adalah sesuatu yang 

telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik 

berupa perkataan, atau perbuatan masyarakat.
54

 

„Urf atau adat juga memiliki makna yaitu sesuatu yang telah 

dikenal oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan diantar mereka baik 

berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama ushul menyamakan 

pengertian „urf dengan adat. Oleh karena itu „urf diartikan sebagai segala 

sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus 

menerus baik berupa perlataan maupun perbuatan.
55

 

Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan 

„urf tersebut, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata 

itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti “hukum itu didasarkan 

kepada adat dan „urf, tidaklah berarti kata adat dan „urf itu berbeda 

maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai 

sebagai kata yang membedakan antara dua kata. 

Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh 

tersebut, kata „urf adalah sebagai penguat terhadap kata adat. Kata adat 

dari segi bahasa arab yaitu ya‟uddu mengandung arti tikrar (perulangan). 

Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat. 
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Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut 

adat, tidak ada ukurannya dan harus dilakukan untuk sampai disebut 

adat.
56

 

„Urf terbentuk dari suatu perbuatan atau perkataan yang timbul 

dalam masyarakat kemudian dikenali oleh orang banyak tanpa 

membedakan stratifikasi sosial mereka, seperti strata pendidikan, ekonomi, 

pangkat dan keturunan, kalau sekiranya terjadi kebiasaan yang hanya 

dipakai atau dikenali oleh segelincir masyarakat maka hal itu tidak lah 

dinamakan „urf dalam hukum Islam. 

2. Pembagian ‘Urf 

Macam-macam „urf ditinjau dari berbagai aspeknya dapat dibagi 

menjadi: 

a. Dilihat dari sumbernya 

1) Urf qauly, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau 

ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam kata 

“lahm” (bahasa arab) yang artinya daging. Pengertian daging dapat 

mencakup semua daging (daging ikan, sapi, kambing dan lain 

sebagainya). Namun dalam adat kebiasaan sehari-hari kata daging 

tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu jika ada orang bersumpah 

“demi Allah saya tidak akan makan daging” tetapi kemudian ia 

makan ikan menurut adat ia tidak melanggar sumpah meskipun 

ikan secara bahasa termasuk daging. 
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2) „Urf fi‟ly yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. 

Umpamanya kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang 

begitu bernilai. Transaksi antara penjual dan pembeli hanya cukup 

dengan pembeli menerima barang dan penjual menerima uang 

tanpa ada ucapan transaksi (akad). 
57

 

b. Dilihat dari ruang lingkupnya 

1) „Urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-

mana hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, 

bangsa dan agama. Contohnya menganggukkan kepala pertanda 

setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak. Jika ada 

orang melakukan kebalikan dari itu maka orang itu dianggap aneh 

dan ganjil. 

2) „Urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok 

orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku 

di sembarang waktu dan tempat. Umpamanya adat menarik garis 

keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di 

minang kabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku 

batak. Bagi masyarakat tertentu penggunaan kata budak dianggap 

menghina. Karema kata itu berarti hamba sahaya. Tetapi bagi 

masyarakat lainnya kata budak biasa digunakan untuk anak-anak.
58

 

c. Dilihat dari kualitasnya 
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1) „Urf sahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak 

bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan 

kemaslahatan mereka, dan tidak sampai menghalalkan yang haram 

dan sebaliknya. Misalnya, dalam masa pertunangan pria 

memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak 

dianggap sebagai maskawin. 

2) „Urf fasid, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang 

bertentangan dengan dalil-dalil syara‟ dan kaidah-kaidah dasar 

yang ada dalam syara‟. Misalnya kebiasaan yang berlaku pada 

pedagang dalam menghalalkan riba seperti peminjaman uang 

sesama pedagang.
59

 

3. Kedudukan ‘Urf Sebagai Dalil Syara’ 

„Urf yang sahih dapat dijadikan sumber pembentukan hukum. Bagi 

seoarang mujtahid harus menggunakannya pada waktu menetapkan 

hukum. Seorang hakim pun harus memakai adat ketika ia akan mengadili. 

Maka Islam telah melestarikan „urf bangsa arab yang sahih dalam 

membentuk hukum. Contohnya adanya kafaah (kesesuaian) dalam 

perkawinan antara calon suami dan istri. Oleh karena itu, para ulama fiqh 

mengatakan bahwa adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. 

Imam Malik mendasarkan sebagian hukumnya kepada amal perbuatan 

penduduk Madinah. Imam Syafi‟i ketika berada di Mesir mengubah 
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sebagian hukum yang telah ditetapkannya ketika beliau di Baghdad. Hal 

ini dikarenakan adanya „urf yang berbeda. 
60

 

Dalam mazhab Hanafiah banyak hukum-hukum yang didasarkan 

kepada „urf diantaranya, apabila berselisih dua orang terdakwa dan tidak ada 

saksi diantara keduanya maka pendapat yang dibenarkan (dimenangkan) 

adalah pendapat orang yang disaksikan oleh „urf. Contohnya orang yang 

bersumpah tidak makan daging kemudian ia makan ikan, maka ia tidak 

dikatakan melanggar sumpahnya. Adapun „urf yang fasid (rusak), maka tidak 

boleh memeliharanya karena hal itu bertentangan dengan hukum syara‟.
61

 

Diterimanya „urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi 

peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di samping banyak 

masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, 

istihsan, dan maslahah mursalah yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, 

juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya 

dibentuk oleh mujtahid berdasarkan „urf, akan berubah bilamana „urf itu 

berubah. Inilah yang dimaksud oleh para ulama, antara lain Ibnu al-Qayyim 

al-Jauziyah bahwa “tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya 

perubahan waktu dan tempat”. Maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-

hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, 

hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.
62

  

Hukum yang didasarkan oleh „urf dapat berubah-ubah menurut 

perubahan zaman. Dengan demikian para fuqaha berkata “Perselisihan itu 
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disebabkan oleh perubahan masa bukan perselisihan hujah dan bukti”. Oleh 

karena itu, para ulama mengamalkan „urf dalam menetapkan hukum dengan 

syarat: 

a. Adat atau „urf itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal. 

Syarat ini adalah yang bersifat tetap dalam „urf sahih yang dapat diterima 

secara umum. Contohnya, ada suatu kebiasaan istri yang ditinggal mati 

oleh suaminya maka ia akan kawin lagi untuk seterusnya meskipun ia 

masih muda belia. Mungkin ini dinilai baik oleh satu adat daerah tertentu 

namun tidak dapat diterima oleh akal sehat. 

b. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara‟. Contohnya kebiasaan 

menghormati orang tua dengan mencium kedua tangannya.
63

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan nahwa „urf adalah bukan sumber 

hukum yang berdiri sendiri. Ia harus ada sandaran atau pendukungnya baik 

dalam bentuk ijma‟ maupun maslahat. Ada yang berlaku di kalangan umat 

berarti telah diterima secara baik oleh umat. Bila semua ulama telah 

mengamalkannya maka secara tidak langsung telah terjadi ijma‟ meskipun 

dalam bentuk sukuti. Adat itu diterima oleh orang karena mengandung 

kemaslahatan. Tidak memakai adat berarti tidak menerima kemaslahatan. Para 

ulam telah sepakat tentang keharusan untuk mengambil sesuatu yang bernilai 

maslahat meskipun itu tidak ada nashnya.
64

 

„Urf (adat kebiasaan) yang benar yaitu yag tidak menyalahi syara‟ 

hendaknya menjadi bahan pertimbangan seseorag ahli ijtihad dalam 
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melakukan ijtihadnya dan bagi seseorang hakim dalam mengeluarkan 

keputusannya.
65

.  

Menurutnya mazhab yang banyak menggunakan „urf sebagai landasan 

hukum adalah ulama Hanafiah dan Malikiah dan selanjutnya ulama Syafi‟iah. 

Pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh ini sepakat menerima adat istiadat 

sebagai dasar pembentukan hukum meski terdapat unsur-unsur perbedaan 

diantara mereka, sehingga „urf dimasukkan ke dalam sumber hukum yang 

diperselisihkan.
66

 

Alasan mereka dalam menerima „urf didasari oleh: 

1) Al-Quran  

 ٱلََْٰهِلِيَ  عَنِ  وَأعَْرِضْ  بٱِلْعُرْفِ  وَأْمُرْ  ٱلْعَفْوَ  خُذِ 
“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, 

serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” QS. Al-A‟raf (7): 

199.
67

 

 

Pada ayat diatas terdapat kata „urf (ma‟ruf) yang harus dikerjakan 

oleh manusia. Para ulama ushul fiqh memahami kata „urf sebagai sesuatu 

yang baik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Sehingga ayat 

tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap 

baik yang telah mentradisi di masyarakat. 

2) Sejak kehadirannya, Islam telah banyak mengakui adat dan tradisi yang 

baik yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan sunnah nabi. Islam 
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tidak menghapuskan tradisi yang ada tetapi menyeleksi tradisi yang baik 

yang tidak bertentangan dengan syariat kemudian diakui dan dilestarikan 

seperti kebiasaan kerja sama dagang dengan cara bagi keuntungan 

(mudharabah). Tradisi ini telah dipraktikkan oleh Bangsa Arab ketika 

Islam datang kemudian dilestarikan oleh Islam. Adapun tradisi yang buruk 

dan bertentangan dengan syariat, maka Islam tidak segan-segan untuk 

menghapus tradisi itu seperti tradisi Arab dan minum minuman khamar, 

riba nasiah, berjudi dan menyembah berhala.
68

 

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan „urf di atas sebagai dalil hukum, 

maka ulama terutama ulama Hanafiah dan Malikiah merumuskan kaidah 

hukum yang berkaitan dengan al-„Urf diantaranya. Adat kebiasaan dapat 

dijadikan hukum:  

 العادة محكمة 
 “Adat kebiassan dapat menjadi hukum” 

 الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي.
“Yang berlaku berdasarkan „urf (seperti) berlaku berdasarkan dalil-dalil 

syara‟.” 

 الثابت بلعرف كالثابت بالنص
“Yang berlaku berdasarkan „urf seperti berlaku berdasarkan nash” 

Islam datang dengan seperangkat norma syara‟ yang mengatur 

kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat islam. Sedangkan dalam 

mesyarakat juga berlkau norma yang mengatur kehidupan mereka yang telah 

berlangsung lama yang disebut dengan adat. Adat tersebut diterima dari 
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generasi sebelumnya dan diyakini serta dilaksanakan oleh umat dengan 

anggapan bahwa adat tersebut baik untuk mereka. Namun tidak semua adat 

sekaras dengan syariat.
69

  

Ada beberapa adat yang bertentangan dengan syariat yang datang 

kemudian adat yang bertengan itu dengan sendirinya tidak mungkin 

dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara‟. 

Pertemuan adat dengan syariat menyebabkan pembenturan, penyerapan dan 

pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses 

penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. 

Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah 

kemaslahatan. Adapun adat yang dijadikan „urf sahih dapat dijadikan sumber 

hukum adalah adat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
70

: 

1) Adat yang hendak dijadian hukum adalah adat yang jam‟iyyah, yakni 

merupakan kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang secara berulang-

ulang. Jika masih bersifat fardiyah atau kebiasaan yang dilakukan oleh 

individual saja, maka tidak bisa dijadikan penetapan hukum 

2) Adat istiadat yang ditentukan sebagai hukum harus lebih dahulu ada 

sebelum adanya kasus. Jadi bukan adat yang datang kemudian 

3) „Urf tidak bertengan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang 

dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. „Urf seperti ini tidak dapat 
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dijadikan dalil syara‟, karena kehujjahan „urf dapat diterima apabila tidak 

ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi 

4) Harus berdasarkan pandangan masyarakat setempat dan masyarakat secara 

umum bahwa penetapan hukum atau penyelsaian kasus hukum yang 

dimaksud adalah baik. artinya adat istiadat tersebut harus diyakini dan 

dipandang baik oleh kebanyakan. Jika dipandang buruk, sekalipun sudh 

menjadi adat istiadat tersebut harus diyakini dan dipandang baik oleh 

orang kebanyakan. Jika dipandang buruh, sekalipun sudah menjadi adat 

istiadat secara turun temurun, maka hal itu tidak dibenarkan 

5) Belum ada nash atau ketentuan yang mengikat yang menetapkan masalah 

tersebut. Maka masalah tersebut diselesaikan dengan kebiasaan yang 

berlaku di masyarakat.
71

 

 

D. Maslahah 

1. Pengertian Maslahah 

Maslahah adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam 

kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. 

Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai 

kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia. Dari 

definisi, esensi dari maslahah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu 

kemaslahatan yang menjadi tujuan syara‟ bukan kemaslahatan yang 

semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, 

disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah 
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untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan 

aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bias 

membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum 

yang telah digariskan oleh syari‟ adalah bertujuan untuk menciptakan 

kemaslahatan bagi manusia.
72

 

Dengan demikian, maslahah adalah suatu kemaslahatan yang tidak 

mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat 

suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian 

yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada ‟illat yang keluar dari syara; 

yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu 

yang sesuai dengan hukum syara‟, yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan 

pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka 

kejadian tersebut dinamakan maslahah. Tujuan utama maslahah ialah 

kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.
73

 

2. Macam-Macam Maslahah 

a. Maslahah ditinjau dari eksistensinya. 

1) Maslahah Mu‟tabarah 

Maslahah mu‟tabarah adalah maslahah yang secara tegas 

diakui syari‟at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum 

untuk merealisasikannya.
74

 Seperti dikatakan oleh Muhammad al-

Said Abi Abd Rabuh, bahwa maslahah mu‟tabarah adalah 
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kemaslahatan yang diakui oleh syari‟ dan terdapatnya dalil yang 

jelas untuk memelihara dan melindunginya. 

2) Maslahah Mulgah 

Maslahah mulghah pula adalah maslahah yang tidak 

diperakui oleh syara‟ melalui nash-nash secara langsung. Dengan 

kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan 

bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. 

3) Maslahah Mursalah 

Maslahah mursalah yang dimaksud dalam pembahasan ini, 

yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan. 

Maslahah semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah 

dalam al- Qur‟an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. 

b. Maslahah dari segi tingkatannya 

Maslahah dari segi tingkatannya ini adalah berkaitan dengan 

kepentingan hajat hidup manusia, menurut Mustafa al-Khind. 

Maslahah dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan menjadi 

tiga macam, antara lain: 

1) Maslahah Daruriyah 

Maslahah daruriyah adalah kemaslahatan yang menjadi 

dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan 

dengan agama maupun dunia.
75

 

2) Maslahah Hajiyah 
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Maslahah hajiyah merupakan segala sesuatu yang sangat 

dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan 

menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan ancam eksis aspek 

hajiyat ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak 

melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran 

saja.
76

 

3) Maslahah Tahsiniyah 

Maslahah tabsiniyah merupakan kemaslahatan yang 

sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi 

kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan 

yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-

ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara 

menghilangkan najis dari badan manusia.
77

 

 

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Kajian penelitian terdahu tentang  implikasi meminang pinangan orang 

lain terhadap status pernikahan sudah banyak dilakukan dengan berbagai 

perspektif dan sudut pandang yang berbeda baik dalam studi lapangan atau 

kasus, maupun studi pustaka. Namun sebelum penulis melakukan penelitian, 

sudah ada beberapa judul penelitian yang terkait dengan pembahasan yang 

hampir serupa dengan penulis. 

1. Edi Sudrajat, jurusan hukum keluarga fakultas syariah dan hukum UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016, dengan judul, “Tradisi Ulur 
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Antar Dalam Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Islam studi kasus 

Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VIII, Sarolangun, Jambi” jenis 

penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research).
78

 

2. Tria Maharani, jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah UIN 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2021, dengan judul 

“Efektivittas Ketentuan Adat Terhadap Menggauli Istri Setelah Menikah 

Sebelum Ulur Antar di Tinnjau Dari Hukum Islam studi di Desa Teluk 

Kecimbung, Kecamatan Bathin VIII, Sarolangun, Jambi” jenis penelitian 

ini merupakan penelitian lapangan (field research).
79

 

3. Yuliana, jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah UIN Sulthan 

Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2021, dengan judul “Tradisi Adat Ulur 

Antar dalam Pandangan Hukum Islam di Kelurahan Tanjung Kecamatan 

Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi” jenis penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan (field research).
80
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data-data deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari 

individu dan perilaku yang diamati. Sedangkan data penelitian ini dilakukan di 

Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilaksanakan.
81

 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamantan 

Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Dengan pertimbangan bahwa lokasi 

tersebut penulis mudah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian dan penulisan skripsi ini.  

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat 

dalam penelitian ini. Berbeda dengan ilmu alam,yang bertujuan memperoleh 

teori-teori kausal yang memungkinkan dilakukan prediksi dan pengandalan, 

ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektivis, harus berusaha menjelaskan 

perilaku manusia agar dapat dipahami.
82
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Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan 

Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yang 

melaksakan adat ulur antar, ninik mamak (Tuo Tengganai), dan tokoh agama 

Sedangkan yang menjadi objeknya adalah praktik pembatalan pertunangan di 

tinjau dari kemaslahatan. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi untuk penelitian ini adalah seluruh subjek dalam penelitian 

yang terdiri dari ninik mamak (Tuo Tengganai), Tokoh Agama, dan pasangan 

suami istri yang menggunakan tradisi ulur antar sebanyak 5 (lima) pasang. 

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada yaitu 

dengan menggunakan teknik total sampling. 

 

E. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu 

diperoleh.
83

 Sebagaimana layaknya penelitian lapangan, maka sumber data 

yang digunakan oleh peneliti ada 2 sumber yaitu: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari 

hasil observasi, dan hasil wawancara dari tokoh adat, tokoh agama dan 

pihak yang melaksanakan tradisi ulur antar dalam pernikahan 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti dan data-data tentang pelaksanaan 

tradisi Ulur Antar dalam pernikahan tersebut serta buku-buku dan 

informasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.  
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan dengan turun langsung 

kelapangan untuk melihat subjek dan objek penelitian 

2. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan dalam bentuk lisan secara langsung kepada tokoh adat, tokoh 

agama dan pihak yang melaksanakan tradisi ulur antar dalam pernikahan 

tersebut. 

3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dan bahan-bahan berupa 

dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi 

masyarakat Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamantan Kumpeh Ulu 

Kabupaten Muaro Jambi, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan 

objek penelitian. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif 

yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori 

atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut. Kemudian data-data 

tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh 

tentang masalah yang akan diteliti. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang , maka 

dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan adat Ulur Antar dalam proses 

pernikahan budaya Jambi di Kelurahan Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh 

Ulu Kabupaten Muaro Jambi, maka dapat diamnil kesimpulan : 

1. Pelaksanaan Adat ulur antar di Kelurahan Muaro Kumpeh yaitu pihak 

calon suami membawa seserahan yang isi nya alat pribadi calon istri, 

perlengkapan rumah tangga, uang adat dan batu-batu. Batu-batu berisi 

sirih, gambir, tembakau, rokok, serta korek. Jika alat dan barang dari 

seserahan ulur antar ini kurang maka pernikahan nya ditunda. Adat ini 

merupakan tradsi yang turun temurun dari leluhur. Oleh karena itu, adat 

ulur antar merupakan sebuah keharusan yang dilakukan masyarakat. Adat 

ini mengandung kesakralan yang mana jika ditinggalkan akan mendapat 

sanksi. Seserahan dalam adat ulur antar ini merupakan tanda bukti 

keseriusan dan kemampuan calon suami untuk hidup bersama calon istri. 

2. Selanjutnya dalam Hukum Islam adat ulur antar dalam proses pernikahan 

budaya Jambi dapat dibolehkan karena mengandung unsur kesejahteraan 

dalam berumah tangga. Adat ulur antar merupakan hal yang ditetapkan 

oleh hukum syara‟ dan tidak ada dalil yang melarang dan mewajibkan 

akan tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang-ulang. 

Dalam perspektif maslahah adat ulur antar ini tergolong dalam mashlahah 
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hajjiyah karena tidak langsung berkaitan langsung dengan suatu hal yang 

sifatnya daruri maksudnya jika adat ulur antar ini tidak ada, maka tidak 

akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya 

sekedar menimbulkan kesulitan saja. 

 

B. Saran  

Setelah penulis menyarankan penelitian, saran yang ingin disampaikan 

setelah penelitian adalah: 

1. Seharusnya dari lembaga adat baik dari ketua adat maupun anggota 

lembaga adat itu sendiri memberikan penjelasan yang detail terkait adat 

ulur antar di Kelurahan Muaro Kumpeh agar tidak ada yang salah paham 

terhadap adat ulur antar tersebut, serta dibuat secara detail perbedaan ulur 

antar yang dipraktekkan di Kelurahan Muaro Kumpeh dengan daerah- 

daerah lain. 

2. Bagi masyarakat luas bahwa dalam melestarikan suatu adat perlu 

memahahami bagaimana Islam memandang hal itu. Jika masyarakat tidak 

mengetahui tentang bagaimana Islam memandang suatu tradisi maka 

dianjurkan utuk membaca dari referensi yang berkaitan maupun langsung 

bertanya kepada pihak yang berkompeten. Sehingga dapat mengetahui 

apakah adat yang terus dilestarikan itu bertentangan atau dibolehkan 

menurut kaca mata hukum Islam. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana susunan, tata cara, dan tahap-tahap pelaksanaan Adat Ulur Antar? 

2. Apakah alat dan bahan dalam Adat Ulur Antar ini? 

3. Apakah ada ketentuan dalam memberikan isian Adat Ulur Antar? 

4. Kenapa adat Ulur Antar ini harus dilaksanakan? 

5. Apakah ada sanski jika Alat dan bahan Ulur Antar ini kurang? 

6. Apa factor penyebab Alat dan Bahan Ulur Antar kurang? 

7. Siapa saja yang ikut dalam mengantar kan isian adat Ulur Antar kepada pihak 

perempuan? 

8. Apakah semua Kalangan Masyarakat masih melakukan tradisi Ulur Antar? 

9. Apakah ada masyarakat yang keberatan? 

10. Apakah Adat Ulur Antar ini sama dengan daerah yang ada di kabupaten 

Muaro Jambi? 

11. Bagaimana pandangan (Tokoh Agama) mengenai tradisi Ulur Antar ini? 

12. Apakah pelaksanaan Adat Ulur Antar bertentangan dengan hukum islam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 

 

Foto-foto Dokumentasi Wawancara 

 

 
Wawancara dengan Ninik Mamak (Tuo Tengganai)  

Kelurahan Muaro Kumpeh 

 

 

 

 

 
Wawancara dengan Toko Agama  

Kelurahan Muaro Kumpeh 



 

 

 
Wawancara Dengan Pasangan Muda Yang Baru Menikah  

Kelurahan Muaro Kumpeh 

 

 

 

 

 
Wawancara dengan Pasangan yang menggunakan  

Adat Ulur Antar di Kelurahan Muaro Kumpeh 

 

 

 

 



 

 

 
Wawancara dengan Pasangan yang menggunakan  

Adat Ulur Antar di Kelurahan Muaro Kumpeh 

 

 

 

 
Wawancara dengan bapak & ibu RT 01 Kelurahan Muaro Kumpeh 

 



 

 

 
Wawancara dengan Pasangan yang Kekuramgan Alat dan Bahan  

Adat Ulur Antar di Kelurahan Muaro Kumpeh 

 

 

 

 
Proses Adat Ulur Antar  
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